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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 9, /Kpts/BPT-PS/2016
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT WALI NAGARI DAN

da.

i

PENGESAHAN WALI NAGARI DUKU UTARA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 99 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa Bamus
Nagari paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan
panitia pemilihan menetapkan dan menyampaikan nama
calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati;

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (2)
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali
Nagari, dinyatakan bahwa Bamus Nagari membual
Keputusan tenlang penetapan Wali Nagari terpilih dan
menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dan
tembusannya disampaikan kepada Wali Nagari dan Ketun
Panitia Pilwana paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah
mernerima laporan Panitia Pilwana;

bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan
Nagari (Bamus Nagari) Duku Utara Kecamatan Koto Xl
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 06 Tahun
201€ tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Wali
Nagari Terpilih dan berdasarkan surat Camat Koto XI
Tarusan Nomor : 140/ 296 / Cmt-Trs / 2016 tentang
Nama dan Berkas Administrasi Pemilihan Wali Nagari
Terpilih tanggal 08 Desember 2016, perlu penetapan

- Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan

Wali Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, dipandang perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten‘an '
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4438);

Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor

5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraian
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ©& Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tengan Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Nomor
5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Repu blik
Indonesia Nomor 5695);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 20LS5

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

1. Peraturan -Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner




KEENAM

Dt‘-”%lfl.ﬂ berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan
Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/ 355 / KPTS/ BPT-PS/
2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Wali
Nagari Duku Utara dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari

Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan, dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paing
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